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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan kelembagaan perbankan syariah dalam mendukung efektivitas operasional serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan regulasi dalam lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur perbankan syariah memiliki karakteristik khusus dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, kelembagaan perbankan syariah melibatkan berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional yang berfungsi sebagai pengawas dan regulator. Meskipun mengalami perkembangan yang signifikan, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, serta tuntutan transformasi digital.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan struktur dan kelembagaan perbankan syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing industri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga terkait, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi dalam layanan berbasis teknologi yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.
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Abstract
This study aims to analyze the structure and institutional framework of Islamic banking in supporting operational effectiveness and compliance with Sharia principles. The research employs a qualitative approach with a descriptive design. The data used are secondary data obtained through a literature review of scholarly journals, books, and regulatory documents published within the last five years. Data collection was conducted through documentation, while data analysis applied data reduction, data display, and conclusion drawing techniques.
The findings indicate that Islamic banking has a distinctive structure characterized by the presence of a Sharia Supervisory Board (SSB), which ensures compliance with Sharia principles. Furthermore, the institutional framework involves regulatory bodies such as the Financial Services Authority and the National Sharia Council, which function as supervisors and regulators. Despite significant growth, Islamic banking still faces several challenges, including limited human resources, regulatory complexity, and the demands of digital transformation.
This study concludes that strengthening the organizational structure and institutional framework of Islamic banking is essential to enhance performance and competitiveness. Therefore, synergy among stakeholders, improvement in human resource quality, and innovation in technology-based services aligned with Sharia principles are highly required.
Keywords: Islamic banking, organizational structure, institutional framework, qualitative method, Islamic finance
A. PENDAHULUAN
Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Struktur dan kelembagaan perbankan syariah menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan (Hassan, 2021). Selain itu, regulasi yang adaptif dan struktur organisasi yang jelas menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan industri ini (Rahman, 2022). Oleh karena itu, kajian mengenai struktur dan kelembagaan perbankan syariah menjadi relevan untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam konteks global maupun nasional.
Perkembangan perbankan syariah dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang signifikan, baik dari sisi aset, jaringan, maupun inovasi produk. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah serta dukungan regulasi dari pemerintah. Struktur organisasi bank syariah umumnya terdiri dari dewan pengawas syariah, direksi, dan unit-unit operasional yang bekerja secara terintegrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberadaan dewan pengawas syariah memiliki peran strategis dalam menjaga integritas operasional bank (Karim, 2023). Selain itu, integrasi antara fungsi manajemen risiko dan kepatuhan syariah menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas industri keuangan modern (Sulaiman, 2021). Dengan demikian, struktur kelembagaan yang kuat menjadi fondasi utama dalam pengembangan perbankan syariah.
Kelembagaan perbankan syariah tidak hanya mencakup struktur internal organisasi, tetapi juga hubungan dengan lembaga eksternal seperti otoritas pengawas, lembaga fatwa, dan institusi keuangan lainnya. Sinergi antara lembaga-lembaga tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional menjadi sangat penting dalam mengatur dan mengawasi operasional perbankan syariah (Nasution, 2020). Selain itu, kolaborasi dengan lembaga internasional seperti AAOIFI dan IFSB juga memberikan kontribusi dalam standarisasi praktik perbankan syariah (Ahmed, 2022). Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga, maka diharapkan tercipta sistem yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi.
Metode kualitatif menjadi pendekatan yang relevan dalam mengkaji struktur dan kelembagaan perbankan syariah karena mampu menggali fenomena secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika organisasi, peran aktor, serta interaksi antar lembaga secara komprehensif. Studi kualitatif juga memberikan ruang untuk analisis terhadap kebijakan dan praktik yang berkembang dalam industri perbankan syariah (Yusuf, 2024). Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen yang berkaitan dengan struktur dan kelembagaan perbankan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi aktual serta rekomendasi untuk pengembangan ke depan (Hidayat, 2023). Pendekatan ini juga relevan dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi industri.
Tantangan utama dalam penguatan struktur dan kelembagaan perbankan syariah antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, serta kebutuhan akan inovasi teknologi. Dalam era digital, perbankan syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, namun juga memerlukan penyesuaian dalam struktur organisasi (Fauzi, 2022). Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung implementasi kebijakan dan inovasi produk (Latif, 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dalam memperkuat kelembagaan perbankan syariah agar mampu bersaing secara global.
Secara keseluruhan, struktur dan kelembagaan perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan operasional dan keberlanjutan industri. Penguatan aspek kelembagaan tidak hanya berdampak pada kinerja internal, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Dengan adanya dukungan regulasi, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat di masa depan (Ismail, 2024). Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami serta mengembangkan struktur dan kelembagaan perbankan syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
B. KAJIAN TEORI
1. Konsep Perbankan Syariah
Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir. Prinsip utama yang digunakan adalah keadilan, transparansi, dan bagi hasil. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana dengan mekanisme yang sesuai syariah (Hassan, 2021).
2. Struktur Organisasi Perbankan Syariah
Struktur organisasi perbankan syariah mencakup Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, terdapat unit kepatuhan dan manajemen risiko yang terintegrasi dalam sistem organisasi (Karim, 2023).
3. Kelembagaan Perbankan Syariah
Kelembagaan perbankan syariah meliputi hubungan antara bank dengan otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Kelembagaan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah (Nasution, 2020).
4. Prinsip Operasional Perbankan Syariah
Prinsip operasional perbankan syariah meliputi akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah. Setiap akad memiliki karakteristik dan mekanisme tersendiri dalam transaksi keuangan. Implementasi akad ini menjadi dasar dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana (Rahman, 2022).
5. Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah
Manajemen risiko dalam perbankan syariah mencakup risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Integrasi antara manajemen risiko dan pengawasan syariah menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah (Sulaiman, 2021).
6. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi pengawasan, pemberian fatwa, serta evaluasi terhadap produk dan layanan bank syariah. DPS memastikan bahwa seluruh aktivitas bank tidak menyimpang dari prinsip syariah dan memberikan rekomendasi perbaikan (Karim, 2023).
7. Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah
Perkembangan teknologi mendorong perbankan syariah untuk melakukan transformasi digital dalam layanan dan operasionalnya. Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, namun tetap harus memperhatikan prinsip syariah dalam implementasinya (Fauzi, 2022).
8. Sumber Daya Manusia dalam Perbankan Syariah
Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pengembangan perbankan syariah. SDM harus memiliki kompetensi di bidang keuangan sekaligus pemahaman terhadap prinsip syariah agar dapat menjalankan operasional secara optimal (Latif, 2021).
C. METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam struktur dan kelembagaan perbankan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik serta memberikan pemahaman kontekstual terhadap dinamika yang terjadi dalam sistem perbankan syariah (Yusuf, 2024).
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan dan menganalisis kondisi nyata terkait struktur organisasi dan kelembagaan perbankan syariah. Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menekankan pada interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur (Hidayat, 2023).
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga keuangan, serta regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah dalam lima tahun terakhir. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif untuk memastikan relevansi dan validitas informasi (Ahmed, 2022).
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai struktur organisasi, peran kelembagaan, serta kebijakan yang berlaku dalam perbankan syariah (Rahman, 2022).
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan disederhanakan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data (Sulaiman, 2021).
Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai struktur dan kelembagaan perbankan syariah (Hassan, 2021).
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen kunci dalam struktur organisasi yang berfungsi memastikan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan ketentuan syariah. DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemberi fatwa dan penasehat dalam pengembangan produk (Karim, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi perbankan syariah memiliki dimensi tambahan yang tidak ditemukan dalam sistem perbankan konvensional.
Dari sisi kelembagaan, hubungan antara bank syariah dengan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menunjukkan adanya sistem pengawasan yang berlapis. Sistem ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas industri perbankan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih menghadapi tantangan, terutama dalam harmonisasi regulasi dan implementasi kebijakan (Nasution, 2020). Namun demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.
Dalam aspek operasional, penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah menunjukkan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk-produk syariah masih relatif terbatas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah (Rahman, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang lebih efektif agar masyarakat dapat memahami keunggulan dan mekanisme produk syariah.
Transformasi digital dalam perbankan syariah juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Digitalisasi layanan perbankan memberikan kemudahan akses bagi nasabah serta meningkatkan efisiensi operasional. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan penyesuaian dalam struktur organisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Fauzi, 2022). Selain itu, aspek kepatuhan syariah dalam layanan digital juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip dasar yang telah ditetapkan.
Dalam konteks manajemen risiko, perbankan syariah menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam mengelola risiko pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara manajemen risiko dan pengawasan syariah masih perlu diperkuat untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan syariah (Sulaiman, 2021). Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian internal menjadi sangat penting dalam mendukung keberlanjutan operasional bank syariah.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur dan kelembagaan perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan operasional dan daya saing industri. Meskipun telah mengalami perkembangan yang signifikan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, harmonisasi regulasi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak untuk memperkuat sistem perbankan syariah di masa depan (Ismail, 2024).
E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur dan kelembagaan perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perbankan konvensional, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen penting dalam menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas perbankan. Selain itu, hubungan kelembagaan antara bank syariah dengan otoritas pengawas seperti OJK dan DSN-MUI menunjukkan adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penguatan struktur organisasi dan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan daya saing perbankan syariah.
F. SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, khususnya dalam pemahaman prinsip syariah dan teknologi digital. Kedua, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas seperti OJK dan DSN-MUI untuk menciptakan regulasi yang lebih harmonis dan implementatif. Ketiga, perbankan syariah perlu mengembangkan strategi edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan literasi keuangan syariah. Keempat, inovasi dalam layanan digital harus terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan perbankan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
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